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ABSTRAK 

 

Wachid Rowinanto. 202120251032. Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Objek 

Dasar Pengenaan PPh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 

Pajak Penghasilan,  Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Put-

007925.11/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021)” 

 

Penelitian ini membahas mengenai hukum dasar atas objek dasar pengenaan pajak 

Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan pada usaha perkebunan kelapa sawit.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan hukum 

dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan Perundang-

undangan yang berlaku dan bagaimana penyelesaian sengketa. Metode penelitian 

yang digunakan adalah dengan metode yuridis-normatif, dibangun berdasarkan 

disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang 

obyeknya hukum itu sendiri yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 pada perkebunan 

kelapa sawit.  

Pengaturan dasar pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang penjabaran melalui 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 adanya Kekaburan Norma 

Hukum Secara normatif suatu peraturan dianggap pasti karena dibuat dan 

dilaksanakan secara rasional dan jelas, sehingga perlu adanya kepastian norma 

hukum atas hukum dasar objek dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22. 

Penyelesaian sengketa dimulai dengan tahapan Keberatan diajukan oleh Wajib 

Pajak, Banding diajukan oleh Wajib Pajak dan Peninjauan Kembali diajukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak atas putusan Pengadilan Pajak dan atas permohonan 

Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Putusan dan telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 

 

Kata kunci : PPh Pasal 22, Tandan Buah Segar, Kekaburan Norma Hukum. 
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ABSTRACT 

  

Wachid Rowinanto. 202120251032. Settlement of Tax Disputes on the Basic 

Object of Imposition of Income Tax Article 22 of Law Number 36 of 2008 

concerning Income Tax, in Oil Palm Plantation Business (Case Study Put-

007925.11/2019/PP/M.VIIIA Year 2021)" 

 

This study discusses the basic law on the basic object of imposing income tax 

Article 22 of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax on oil palm 

plantation businesses. 

The purpose of this study is to determine whether the application of the basic law 

of imposition of Article 22 income tax is in accordance with the provisions of the 

applicable legislation and how to resolve disputes. The research method used is 

the juridical-normative method, built on scientific disciplines and the workings of 

normative law, namely legal science whose object is the law itself, namely Article 

22 Income Tax on oil palm plantations. 

Basic regulation of the imposition of Income Tax objects Article 22 of Law Number 36 

of 2008 concerning Income Tax which is described through the Minister of Finance 

Regulation Number 16 / PMK.010 / 2016 the Vagueness of Legal Norms Normatively 

a regulation is considered certain because it is made and implemented rationally 

and clearly, so there is a need for certainty of legal norms on the basic law of the 

basic object of imposition of Article 22 Income Tax. Dispute resolution begins 

with the stages of Objection filed by the Taxpayer, Appeal filed by the Taxpayer and 

Review filed by the Directorate General of Taxes on the decision of the Tax Court 

and a bag of theReview application the Supreme Court issues a Decision and has 

permanent legal force (inkracht van gewijsde) 

 

Keywords: Income Tax Article 22, Fresh Fruit Bunches, Vagueness of Legal 

Norms. 
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